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PERATURAN WALJKOTA PALEMBANG 

NOMOR '7J.. TAHUN 2011 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERJ,\N REKOMENDASl 
PENGENDALJAN MENARA TELEKOMUNIKASJ 

DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA 

W ALTKOTA PALEMBANG, 

a. bah"".a. dal~ rangka meningkatkan mutu pelayanan yang mendorong upaya 
efekttVItas s,stem dan tumbuhnya kreativitas, pralcarsa clan peran serta 
masyarakat, sejalan dengan Peraturan Daerab Kota Palembang Nomor 4 Tahuo 
2011 tentang Penyelenggaraan daD Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi, perlu mengatur petunjuk teknis pcmbcrian rckomendasi 
pengendalian mena.ra telekomunikasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
meoetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pe,mberian 
Rekomendasi Pengeodalian Menara Telekomunika5i. 

1. Uodang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerab Tingkat 
IJ clan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Taun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3881 ); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Peruodang-undangan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahuo 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahall Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lc::rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ielab dlubab 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Uodang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem:erintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59., 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndouesia Tabun 2000 
Norn.or 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum 
Frekueosi Radio clan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 3981 ); 

7. Peratui:an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t.entang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahuo 2005 Nomor 140, 
Ta.rnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerab Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambllhnn Lcmb,mm Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4737); 



'>. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 021PER.IM. 
KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara 
Bersama Telekomunikasi; 

l 0. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umun;i., Mcnteri 
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Sadan Koordinasi dan Penanarnan 
Mod::il Nomor 1& Tahun 2009, Nomor 07/PRTJMJ20Q9. Nomor 
19/PERJM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3JPJ2009 tentang · Pedoman 
Pembangunan dan Pengg1maan Bersama Menara Telekomunikasi; 

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Palembang 1999-2009 (Lcmbaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2000 Nomor 11 ); 

12. Peraturao Dacrah Kola Palembang Nomcr 6 Tahun 2008 teniang Urusan 
Pemerintah Kota Palembang (Lembamn Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 4 Tahun 201 1 tcntang 
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALJKOTA .PALE~IBANG TENTANG PETUN.J{;K TEKNIS 
PEMBERIAN REKOMENDASI PENGENDALIAN MEN ARA 
TELEKOMUNIKASI 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang 
3. Walikota adalnb Walikota Palembang. 
4. Dinas Tata Kola adalah Dinas Tata Kota Kola Palembang. 
5. Dinas Komuoikasi dan Jnforrnatika adalah Dina~ Komunikasi dan lnformatika 

Kota Palembang. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palembang. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkuogan Pemerintah Kota Palembang. 
8. Telekomuoikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman danlatau pcncrlmaan dari 

setiap informasi dalarn bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan 
bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem eleklromagnelik lainnya. 

9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatao penyediaan dan pelayanan 
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang 
jaringan telckomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan 
keperluanjaringao telekomunikasi. 

11. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk 
meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi 
radio aotar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi 
Pemerintah tertentu/swasta. 

12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah 
dan/atau bangunan yang secara bersama-sarna diguoakan oleh minimal 3 (tiga) 
penyelenggara telekomunikasi. 

13. Menara Eksisting adalab menara telekomuoikasi yang t.elah berdiri dan 
beroperasi di Daerah bingga periode penyusunan cell plan berdasarkan basil 
survey bulan Mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin 
bangunan. 

14. Penyedia Menara Telckomunikasi adalah badan usaha yang membanguo, 
memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk 
ciignnalrnn hersama nleh penyelenggara telekomnnika~i. 



15. T ransmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang 
berfungsi sebagai jaringan penghubung utama 

16. Rekomenda5i adalah rekomendasi koordinat untuk pendirian menara 
telekomunikasi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Izin mo?mbangun 
Menara Telekomunikasi. 

17. Snmt Keterangan Rencana Kota (Advis Planning) Menam Telekomunikasi 
adal.ah Surat Keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan 
membangun menara telekomunikasi. 

18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang mcnyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian utau seluruhnya berada di atas dan/atau 
di dalam tanah danJatau air, yang bcrfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatan, baik untuk hunian atau tempat ti.nggal, kegiatan keagamwi kegiatan 
usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 

19. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik basil pekerjae.n konstruksi 
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang bcrfungsi tidak sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatan. 

20. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang 
merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai 
sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu 
listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel ]jstrik dan 
telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di 
dalam laut. 

21. Zona adalah batasan area. persebaran peletakan men:ira telekomunikosi 
berdasarkan potensi ruang yang tersedia. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona 
area dalarn radius terlentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara
menara eksisti.ng per-posisi menara selarna kegiatan penyusunan cell plan. 

22. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakol)lodasikan 
kebutuban penyedia menara untuk membangun menara-mcnara baru. 

23. 2'.(ma Cell Plan ada!ah :zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell 
plan yang terdiri atas zona-rona ar·ea yang berisikan menara eksisting yang ak.an 
menjacli bagian clari menara bersama dao zona-zona baru untuk mengakomodasi 
kebutuhan pembangunan menara-menara baru. 

24. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk 
penempatan menara-menara telekomunik.asi selulnr dengan ae11ggunakan 
standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan 
kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selura:. 

25. Cell Planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan 
menghamonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta 
menyesuaikan dengan aturon yang berlaku di Pemcrintah Kota terkait dengan 
RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rine\ di Kota 
Palembang. 

26. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentirik~si dengan 
koordinat geografis (longitude, !attitude) yang membentuk wna pol.a persebaran 
Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini. 

27. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantuog kepada kondisi geografis dan 
kepadatan telekomunikasi di sebuah kota. 

28. Aset Oaeral1 adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun 
yang tldak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh 
Pemerintah yang dapat dimanfaalkan untuk membangun menara telekomunikasi. 

29. NJOP PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan 
Menara Telekomunikasi. 

BABil 
REKOMENDASI MENARA 

Pasal2 
(I) Setiap orang dan/atau Badao yang akan melakuknn pembangunan menara wajib 

memiJiki rekomenda~i dari Walikota yang diproses melalui Dinas Komunikasi 
<lan fnfurmatiku st:lmgW su!ah ~tu sya..at untuk mcmpcroleh ™-D menara .. 



(2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan l!iformatika 
ditetapkan sebagai SKPD yang mela.k.sanakan proses penelitian administrasi clan 
teknis dalam rangka pemberian rekomendasi sesuai dengan persyaratan dan 
mekanisme yang diatur dalam Peraturan ini. 

Pasal 3 

(I) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis tanpa dibubuhi mcterai , oleh 
Penyelenggara menara telekomunikasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas. 

(2) Proses penyelesaian permohonan pemberian rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (emj?at betas) 
hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Permohonan yang dapat diproses adalab pcrmohonan yang dilengkapi 
persyaratan dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap zona cell pl,m sesuai 
dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

( 4) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan 
atau persyaratan teknis akan tliberitahukan kepada Pemohon secara tertulis 
dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari disertai dengan saran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pa.<ial 4 

(I) Terhadap permohonan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dilakukan penelitian adrninistrasi dan teknis serta pemeriksaan dilokasi 
rencana pendirian menara lelekomunikasi oleh Tim dan hasilnya dituangkan 
dalam Berita Acara. 

(2) Apabila pem10honan telah memenuhj persyaratan administrasi clan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala D inas menerbitkan rekomendasi 
pendirian menara telekomunikasi. 

BABID 
PERSYARATAN 

Pasal 5 

(I) Persyaratan pennobonan rekomendasi menara tclckomunika~i sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut: 
a. persyaratan administratif; dan 
b. persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf a, terdiri 
dari: 
a. Phooto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau Pemilik tanah 

atau bangunan; 
b. Photo copy surat kepemilikan tanah/bangunan; 
c. Photo copy Surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan; 
d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disal)kan oleh 

Kementerian Hukum clan HAM; 
e. Surat Pemyataan Siap menjadi menara telekomunikasi bersarna; 
f. Persetujuan warga sekitar radius rebahan tinggi menara yang dik.etahui oleh 

Lurah setempat; 
g. Kaj ian lingkungan; dan 
h. Surat keterangan KKOP setempat 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, terdiri dari : 
a. Advis P lanning; 
b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara; clan 
c-.. Gambar Maping Koordinat. 



3. Bidang Pemberdayaan Telematika, Pos dan Tclckomunika:ii dapat 
meneruskan atau mengarahkan Tim untuk melakukan pemeriksaan lokasi 
tempat pcrmohonan menara telekornunikasi apakah telah sesual dengan 
zona cell-plan Kota Palembang. 

4. Hasil pemeriksaan lokasi menara telekomunikasi yang sudah sesuai dengan 
ketentuan dituangkan dalam Berita Acara untuk mcndapatkan rekymendasi 
dari Kepala Dinas, scdangkan pennohonan yang pada waktu diadakan 
pemeriksaan lokasi tidak meJnenuhi persyaratan, ditunda dan dikembalikan 
kepada Pemohon untuk clileogkapi persyaratanya. 

5. Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi menara telekomunikai;i untuk 
disampaikan kepada Pemohon. 

(2) Tata cara dan mekanisme pernberian rekomendasi menara telekomunikasi 
adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkao dengan Peraturan ini. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 10 

Hal-ha! yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepru1jang 
mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas se,mJi dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Dcngan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan 
Peraturan ini d.inyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pernturan ini, 
dengan penempatannya <lalam Serita Daerah Kola Palembang. 

Oiu11dttngk:10 d i ~fcmb:mg 

Piela 1,.,nggal c#;, - S'- 2011 
SEKRETARIS OAERA!i 

KOTA PALEMBANG 

I -:::::::i,- -c:;,::::u•m Thamrin, MM 
SERITA DAERAH KOTA PALEI\IOANG 

TAHUN 2011 NOMOR ~~ 

Ditetapkan di Pal em b&1g 
pada tanggal, Q.~ Mel 2011 

IKOTA P ALEMJl3ANG, 



.. ;', P;E,MO~QNJ! : 
' 

Penve,ahan 

Rekomendasl 

LAMPIRAN : PERATURAN W ALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : '3~ T AJ-IUN 20 11 
T/\J\'GGAL: :J{, \11~ 20 1 I 
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PE!'vfBERJAN REKOMENDASI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS I 

SKEIVIA ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI 

Pemohon mengajt.kan surat permohonan 

I 
Re,gistrasi dan penelitian berkas df Bidang ,,ang i<epala Dinas mendisposisikan ke 

yang berisi titik koordinat menara kepada menangani urusan ttlekomurrikasi dan 8idang yang menangani urus:an 

Walikota melalui Oi nas Kominfo dengan I seterusnya memproses pe<mot-.onan untuk celekomunikasi 

d llengkapl persva«tan diteruskan kepada Kepala Oinas 

I . 

Kepala Bidang mengarahkan tim/ 

Permohonan yans tidak memenuhi , petogas untuk pemeriksaan lokasi 
persyaratan dan t idak sesuai dengan 2ona tempat permohonan menara 
cell p l.,1n: 
. Oitunda permohonannya 
. Dikembalikan ke pemohon 

Serita fV.:,ara Pemefik.saan 

Kepala OillaS 

,ekomendasi 

O t1.md>m£1bn <.' I p,1fombt'.r'l'"I 
Pad.i t.mug:il 6\i,- 5 _. 201 f 

Si:t<~f:.TAf?!S M~ 
K'->W1 fAL.EMOAtiG 

mene,bitkan 

dlsetuju.i 

_J Memeouhl persya,atan dan 

sesvai dengan Zona Cell Plan 

WALIKOTA PALEMBANG, 

' 

I 

<=:);:.:-
ScRffA DAERAH KOTA PALEMBANG 

1A~~ 
H. tnov SAJ\'TA!'IA PUTRA 

TM<UN >Ml HOMOR ~1. 


